PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembagian
beban kerja dan memudahkan koordinasi ke unit kerja
terkait, maka perlu diadakan perubahan terhadap
nomenklatur Bidang dan Seksi, penambahan Bidang
Perlindungan Konsumen serta pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Industri;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844};



Menetapkan

4,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741};

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008
Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Daerah :

a.

b.

Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 4 Seri DJ;
Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



-3-

1. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

mempunyai fungsi :

da.

penyusunan rencana dan program pengembangan
industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan
kebijaksanaan pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, Kementerian Perindustrian dan
Kementerian Perdagangan;

pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan  dan
pengembangan industri dan perdagangan serta
perizinan;

pelaksanaan program kegiatan sektor industri dan
perdagangan di bidang industri agro, kimia, logam
mesin, alat angkut dan industri kecil menengah,
perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar
negeri;

pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama
dengan satuan kerja perangkat daerah serta
organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah provinsi;
pengawasan dan  pengendalian —mutu  serta
pemantauan standarisasi sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan;

pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan
peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka
pemasaran dalam negeri dan ekspor;

pengawasan dan pengendalian teknis terhadap
kebijaksanaan pengembangan industri dan
perdagangan;

pelaksanaan progam kegiatan perlindungan
konsumen, pengawasan barang beredar dan
kemetrologian;

pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, umum dan hukum;



